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WALI KOTA  BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Telah Ditetapkan 

Dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 ;  

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dan  

dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang 
milik daerah berupa barang persediaan barang cetakan, maka 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota 
Banjar Nomor 15 Tahun 2019;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan 
Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Banjar;  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
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2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50) 

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Banjar Nomor 22); 

12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar 
Tahun 2019 Nomor 15);  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota 

Banjar Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan  Pendapatan  Daerah 
yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan  Pendapatan  Daerah Kota 
Banjar.  

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD 

adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

9. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

10. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam 

proses pemakaian yang ada di setiap organisasi perangkat 
daerah selaku pengguna barang. 

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah 
perangkat daerah selaku pengguna barang. 

12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang daerah. 

13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.  

 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

(1) Penatausahaan barang persediaan dilaksanakan di setiap 
Perangkat Daerah dan unit kerja dan/atau UPTD. 

(2) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi persediaan barang habis pakai dan persediaan 

barang yang akan diserahkan kepada pihak 
lain/masyarakat. 
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

(1) Penatausahaan barang persediaan milik Pemerintah 
Daerah dicatat pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepengusahaannya berpindah. 

(2) Pada akhir periode pelaporan, barang persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai 
berdasarkan harga beli terakhir. 

(3) Untuk persediaan barang cetakan yang sudah atau belum 

diperporasi dicatat sebesar nilai perolehan. 

(4) Persediaan barang cetakan (karcis) dengan ketentuan: 

a. apabila dalam satu blok terdiri 100 (seratus) lembar, 
bila ada sisa berjumlah <50 lembar maka tidak dicatat 

dalam aplikasi, dan jika sisa dalam satu blok ≥50 
maka dicatat 1 blok dalam aplikasi. 

b. untuk Tanda Bukti Pembayaran dan Kupon Retribusi 

Pasar yang terdiri 50 (lima puluh) lembar dalam satu 
blok bila ada sisa <25 lembar maka tidak dicatat dalam 

aplikasi, dan jika sisa ≥25 maka dicatat 1 blok dalam 
aplikasi. 

(5) Untuk penghapusan bonggol/potongan karcis dapat 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki sarana 
pungut Pendapatan Asli Daerah dari Berita Acara  

pemusnahan sampai dengan Keputusan Penghapusan 
dengan jangka waktu pemusnahan maksimal 3 (tiga) 

tahun sesuai prosedur penghapusan. 

 

 

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai  
berikut : 

 

Pasal 21 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
disampaikan kepada Wali Kota melalui BPKPD dengan 

tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjar. 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 14 Maret 2022  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH  

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 14 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

 

ttd 

         ADE SETIANA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 16 


